75

BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematisasi dari berbagi
undang-undang tentang korupsi dengan melihat perkembang dari pengertian,
unsur-unsur dan sistem hukumnya maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai
berikut :

1. Pengertian mengenai korupsi mengalami perluasan, yaitu semua bentuk
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma dan fasilitas lainnya, masuk dalam pengertian korupsi..

2. Peraturan Perundangan tentang korupsi pada tahun 1957-1960 kurang bisa
mengakomodasi perbuatan korupsi pada tahun tersebut karena dalam
perundang-undangan harus mensyaratkan adanya kejahatan koruptif,
kemudian dilihat dari penegakan hukumnya kurang bisa konsisten, dalam
peraturan perundang-undangan korupsi terdapat dua pertanggung jawaban
hukum, yaitu secara pidana dan perdata, dimana pertanggung jawaban secara
pidana harus didahulukan dari pertanggung jawaban perdata.

B. Saran
Setelah melihat perkembangan pengertian dan unsur-unsur korupsi di
Indonesia serta fakta implementasi dari perturan perundang-undangan tentang

korupsi, maka penulis memunculkan saran-saran sebagai berikut:
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1. Pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau “top
political will” secara konsisten dari para penyelenggara negara;

2. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undang-
undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggung
jawaban pidana terlebih dahulu kemudian pertanggung jawaban secara
perdata.

3. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan
sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat

dan transparan.
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sanksi atas konsekuensi dari perbuatan tersebut.
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INTISARI

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi
perkembangan pengertian, unsur-unsur, dan sistem hukum mengenai peraturan
tentang korupsi. Penelitian ini menggunakan kajian sejarah hukum tentang
pengertian korupsi, unsur-unsur, dan sistem hukum tentang korupsi, dengan
melakukan suatu abstraksi terhadap norma hukum positif tentang korupsi yang
berlaku di Indonesia kemudian dikaitkan dengan implementasi peraturan hukum
tersebut dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan melakukan
abstraksi terhadap norma hukum positif yaitu tentang korupsi, dengan
mendasarkan teori-teori hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan tentang
korupsi dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel, kamus hukum.

Sejarah hukum mengeai pengertian dan unsur-unsur korupsi mengalami
perkembangan yaitu dalam bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (Diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, kemudian dari
segi implementasinya. Dilihat dari segi implementasinya penyelesaian dan
pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia lebih cenderung ke pertanggung
jawaban perdatanya dari pada pertanggung jawaban pidananya.

Kata-kata kunci : Sejarah Hukum, Norma Hukum, Korupsi



ABSTRACT

This research was conducted to evaluate the development of corruption
law regulation regarding to its understanding, elements, and system. This research
used historical law analysis concerning the corruption law understanding,
elements, and system with an abstraction to positive norm of law concerning
corruption applying in Indonesia then related to the implementation of law in
society.

This research used historical law analysis concern to positive law norm
concerning corruption based on law theories.

Data used in this research was primary law materials which in the form of law and
regulation concerning law corruption and the secondary law materials in the form
of articles, law dictionary.

Historical law about the understanding and corruption materials growth
that is in the form in wide meaning, consist of money giving, goods, rebate (
discount), commission, interest free loan, ticket for journey, free medication, and
other facilities, then from the implementation side, the solution and eradication of
corruption that happened in Indonesia more to the civilian responsibility than of
crime responsibility.

Key words : historical law, norm of law, corruption
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